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BAB  I    PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1   LATAR BELAKANG 
 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang 

Akuntabilitas   Kinerja   Instansi   Pemerintah,   bertujuan   mewujudkan 

pemerintahan yang berdaya guna, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut setiap instansi pemerintah yang 

mengelola  keuangan  wajib  untuk  menyusun  Laporan  Kinerja  (LKJ)  sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan menggambarkan  hasil kerja kegiatan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang sebagai salah satu Instansi 

Pemerintah   berkewajiban   untuk   mempertanggung   jawabkan   pelaksanaan 

tugas, fungsi dan peranannya  dalam pengelolaan  sumberdaya,  sumber dana 

serta   kewenangan   yang   ada   yang   dipercayakan   kepada   publik   melalui 

Laporan Kinerja ( LKJ ) Tahun 2019. 

 
1.2   TUJUAN 

 
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan memberikan gambaran 

pertanggungjawaban kinerja  secara  jelas kepada  publik  tingkat keberhasilan 

atau   kegagalan   dalam   penyelenggaraan    program   dan   kegiatan   Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2019. 

 
1.3  DASAR HUKUM 

 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

2. Undang-undang   Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor  12 Tahun  2008 tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 

4. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 

5. Undang-undang  Nomor  17 tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ; 

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   tahun   2005   tentang   Pengelolaan 

Keuangan  Daerah  ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2005 

Nomor  126  ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4422 ; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah ; 

8. Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2006   tentang   Tata   Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan   keuangan   daerah   ,  sebagaimana   telah   diubah   terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

11. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang 

pelaksanaan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang 

Tahapan, Tata   cara   penyusunan    ,   Pengendalian   dan   Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 

12. Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  78  Tahun  2016  tentang  Susunan 

Organisasi   Tata  Laksana   Dinas   Pekerjaan   Umum   dan   Tata  Ruang 

Kabupaten Lumajang. 

13. Peraturan  Daerah Kabupaten  Lumajang  Nomor  Tahun 2019  tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 – 2023. 

 
1.4   TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR  ORGANISASI 

A.    Tugas 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lumajang  nomor  15 Tahun  2016  tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang    

Nomor   78   Tahun   2016   Tentang    Kedudukan,    Susunan Organisasi,  

Uraian  Tugas  dan Fungsi  Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum  dan  

Tata  Ruang  mempunyai  tugas  membantu  Bupati melaksanakan  urusan  

Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah di bidang Pekerjaan 

Umum Dan Tata Ruang. 
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B.  Fungsi 
 

¶ Dinas Pekerjaan Umum memiliki fungsi sebagai berikut : 
 

¶ Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata 
ruang;Pelaksanaan  kebijakan  Daerah  di bidang  Pekerjaan  Umum  dan 
Tata Ruang; 
 

¶ Pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan  di bidang  Pekerjaan  Umum  dan 
Tata Ruang; 
 

¶ Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 
 

¶ Pelaksanaan   fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  terkait  dengan 
tugas dan fungsinya 

 
 

C.  Struktur Organisasi 
 

a. Kepala Dinas 
 

b. Sekretariat, membawahi : 
 

-   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
 

-   Sub Bagian Keuangan; 
 

c. Bidang Teknis dan Konstruksi, membawahi : 
 

-   Seksi Bina Program ; 
 

-   Seksi Perencanaan Teknis ; 
 

-   Seksi Bina Teknis dan Kerjasama ; 
 

d. Bidang Cipta Karya, membawahi : 
 

-   Seksi Air Minum ; 
 

-   Seksi Permukiman ; 
 

-   Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah ; 
 

e. Bidang Bina Marga, membawahi : 
 

-   Seksi Bina Manfaat Bina Marga ; 
 

-   Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi ; 
 

-   Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang ; 
 

f.  Bidang Sumber Daya Air, membawahi : 
 

-   Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air ; 
 

-   Seksi Pembangunan dan Pengembangan ; 
 

-   Seksi Operasi dan Pemeliharaan ; 
 

g. Bidang Tata Ruang, membawahi : 
 

-   Seksi Perencanaan Tata Ruang ; 
 

-   Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ; 
 

-   Seksi Tata Bangunan ; 
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Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Dengan uraian sebagai berikut : 
 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 

Tugas Pokok : 
 

a)   Membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang infrastruktur; 
 

b)   Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 
dan 

 

Tata Ruang; serta 
 

c)   Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana 

dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  tersebut  di  atas,  Kepala  Dinas  

mempunyai fungsi : 

a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang; 

 

b) Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang; 

c) Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang; 

 

d) Penyelenggaraan pembinaan tehnis konstruksi dan infrastruktur; 
 

e) Penyelenggaraan pelayanan publik; 
 

f) Penyelenggaraan Peningkatan kualitas infrastruktur daerah; 
 

g) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang konstruksi; 

 

h) Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang; 

i) Pengkoordinasian   pelaksanaan   kebijakan   teknis   dan   program   Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

j) Pelaporan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

k) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati; 

l) Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  

dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

2.   Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
 

Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinisikan, dan  mengendalikan kegiatan  penyusunan  program,  

administrasi  umum,    dan kepegawaiaan,keuangan serta memberikan 

pelayanan teknis administratif dan fungsioanal kepada semua unsur di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman dan 

kebijakan yang  ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang. 
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Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaiamana  dimaksud,  Sekretaris  

mempunyai fungsi : 

a)   Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan  Dinas yang 

selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ; 

b)   Pelaksanaan  koordinasi  penyusuan  program,  anggaran  dan  

perundang- undangan ; 

c)   Pengelolaan  dan  pelyanan  administrasi  umum,  kerjasama  dan  

hubungan masyarakat ; 

d)   Pengelolaan urusan Rumah tangga ; 
 

e)   Pengelolaan administrasi Kepegawaiaan, dan peningkatan karir pegawai ; 
 

f)    Penyusunan      rencana      anggaran,      pengelolaan      keuangan      

serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ; 

g)   Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendlian Intern ; 
 

h)   Penyusunan   rencana      kebutuhan   perlengkapan   dan   peralatan   

serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas ; 

i)    Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ; 
 

j)    Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ; 
 

k)   Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ; 
 

l)    Pelaksanan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; 
 

m)  Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan 

Uumum dan Tata Ruang 

n)   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang ; 

 

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi : 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, , mempunyai tugas : 

a.  Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan 
 

Kepegawaian ; 
 

b.  Melakukkan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ; c.  

Melakukan pemelihraan dan pengadaan sarana dan prasarana ; d.  

Melakukan administrasi Kepegawaiaan ; 

e.  Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ; 
 

f.   Melakukan penyusuanan rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana 
 

Pemeliharaan Barang Unit ; 
 

g.  Melakukan surat menyurat dan pengarsipan ; 
 

h.  Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ; 
 

i.   Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ; 
 

j.   Melakukan   telaahan   dan   penyiapan   bahan   penyusuana   peraturan 

perundang-undangan ; 

k.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ; 
 

l.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ; 
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(2) Sub Bagian Keuangan, , mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ; 
 

b.  Melakukkan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusuan anggaran ; 
 

c.  Melaksanakan pemungutan retribusi daerah ; 
 

d.  Penyiapan  bahan  penyusuanan  satuan  biaya,  daftar  isian  pelaksanaan  

     anggaran, petunjuk operasioanal kegiatan, revisi anggaran ; 

e.  Melakukan urusan akutansi dan verivikasi keuangan ; 
 

f.   Melakukan   urusan   pembendahaan,   pengujian   dan   penerbitan   surat 

perintah  

      membayar ; 

g.  Melakukan urusan gaji pegawai ; 
 

h.  Melakukkan urusan admnistrasi keuangan ; 
 

i.   Melakukan  penyiapan  pertanggungjawaban  dan  pengelolaan  dokumen 

keuangan  

j.   Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realaisasi Anggaran), 

neraca  

      dan lain-lain ; 

k.  Melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan  tindak  lanjut  laporan  hasil 

pegawan  

      dan penyeleasaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ; 

l.   Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ; 
 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain ; 
 

 
 

3.   Bidang Teknis dan 
Konstruksi 

 

Bidang Teknis dan Konstruksi,  mempunyai tugas merencanakan , 

melaksanaan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis, 

penyusuanan program dan Kerja Sama. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai 
fungsi : 

 

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyususnan  program kerja Bidang 

Teknis dan Konstruksi ; 

b. Pengkoordinasian   seluruh   pelaksanaan   kegiatan   Bidang   Teknis   
dan 

 

Konstruksi ; 
 

c. Penyusunan spesifikasi Teknis 
Pekerjaan ; 

 

d. Penyusunan analisa harga 
satuan ; 

 

e. Peleksanaan  perencanaan  pelaksanaan  teknis  kegitan  Dinas  
Pekerjaan 

 

Umum dan Tata Ruang ; 
 

f.  Pelaksanaan perencanaan tugas dan / verivikasi teknis kegiatan sekain 
dinas ; 
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g. Pengkoordinasian   penyusunan   progrm   (Rencana   Kerja   dan   

Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, 

Dll); 

h. Pengkoordiasian evaluasi program (Laporan  Progress fisik bulanan, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban , Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, Surat Perintah Membayar dan dokumen hasil 

pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Dll) ; 

i.  Pelaksanaan pembinaan jasa kostruksi (tenaga, sistem informasi, izin 

usaha, dan pembinaan) ; 

j.  Pelaksanaan kerjasama dengan 
instansi lain ; 

 

k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi ; 

 

l.  Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang; 

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang . 

 

Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi 

membawahi : (1) Seksi Bina Program, , 

mempunyai tugas : 

a.  Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Program ; 
 

b. Membantu   Bidang   teknis   dan   Konstruksi   dalam   melaksanakan 

pembahasan penyusunan program dan evaluasi program semua 

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruag ; 

c.  Mengkoordinasikan penyusunan program (Rencana kerja dan 

Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah,dll) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; 

d. Megkoordinasikan evaluasi program (Laporan Progress Fisik bulanan, 

Laporan Keterangan Pemerintah Daerah, dll) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang 

e.  Memberukan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis 
dan 

 

Konstruksi ; 
 

f.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Teknis dan  Konstruksi ; 

 
 

(2) Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Perecanaan Teknis ; 
 

b. Membantu  Bidang  Teknis  dan  Konstruksi  dalam  melaksanakan 

perencanaan Teknis; 

c.  Melaksanakan survei tentang struktur, topografi serta geometri 

rencan dan gambar ; 
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d.  Melaksanakan pembuatan gambar/design ; 
 

e. Melaksanakan  kelengkapan  administrasi  dan  penyimpanan  

teknis perencanaan ; 

f.   Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis ; 
 

g.  Memberika  saran  dan  pertimbangan  pada  Kepala  Bidang  Teknis   
    dan Konstruksi; 

 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Teknis dan Konstruksi; 

 
 
 
 

(3)  Seksi Bina Teknis dan Kerjasama, mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Binas Teknis dan Kerjasama ; 
 

b.  Membantu  bidang  teknis  dan  Konstruksi  dalam  melaksnakan  

pelayanan jasa konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama 

; 

c.  Melaksanakan  perencanaan  dan/  verivikasi  teknis  kegiatan  selain   
      Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; 

 

d.  Melaksanakan  pembinaan jasa konstruksi (Tenaga Sistem Informasi,   
   Izin Usaha Pembinaan); 

 

e.  Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain ; 
 

f.   Memberikan  saran  dan  pertimbangan  pada  Kepala  Bidang  Teknis   
    dan Konstruksi ; 

 

g.  Melaksanakan  tugas-tugas  lain yg di berikan oleh kepala  Bidang 

Teknis dan Tata Ruang ; 

 
4.   Bidang Tata Ruang 

 

Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pekerjaan 

Umum dan  Tata   Ruang   dalam   melaksanakan   pengkoordinasian   dan   

penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang, 

mempunyai fungsi : 

a. Peurumusan  kebijakan  teknis  dan  penyusunan  program  kerja  Bidang  
Tata Ruang ; 

 

b. Pemgkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang : 
 

c. Perumusan kebijakan perecanaan   tata ruang sesuai dengan ketentuan 

yang ada ; 

d. Perumusan kebijakan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan 

yang ada ; 

e. Pengkoordinasian penyediaan informasi tata ruang sesuai ketentuan  

   yang ada 
 

f. Pengkoordinasian pelayanan pengadaan pelangaran tata ruang sesuai 

dengan ketentuan yang ada ; 
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g. Pengkoordinasian  kebijakan  penetapan  kriteria  penentuan  dan  

perubahan fungsi  ruang  kawasan  / lahan  wilayah  dalam  rangka  

penyelenggaraan  tata ruang ; 

h. Perumusan   kebijakan   petapan   kawasan   tata   ruang   strategis   

pedesaan, perkotaan, dan kabupaten ; 

i.  Pengkoordinasian  penyelngaraan  pelayanan izin mendirikan bangunan 

sesuai dengan ketentuan yang ada ; 

j.  Penerbitan  sertifikat layak fungsi bangunan gedung,sesui ketentuan yg 

ada ; 

 

k. Perumusan  kebijakan  penataan  bangunan  dan  lingkungan  sesuai  

dengan ketentuan yang ada ; 

l.  Pengevaluasian penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan yang ada ; 

m.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; 

 

n. Pemberian saran dan petimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang ; 

 

o. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang ; 

  



Laporan Kinerja 2019 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang 
 

 

Kepala Bidang Tata Ruang membawahi : 
 

(1) Seksi  Perencanaan  Tata Ruang,  , mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian 
 

Tata Ruang ; 
 

b.  Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan   pemanfaatan dan 

pengendalian tata  ruang ; 

c.  Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai 

dengan ketentuan yang ada ; 

d.  Mengkoordinasikan   penyediaan   informasi   tata   ruang   sesuai   dengan 

ketentuan yang ada ; 

e.  Mengkoordinasiakan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai 

dengan ketentuan yang ada ; 

f.   Melaksanakan  tugas-tugas  lain  yg  diberikan  oleh  Kepala  Bidang  Tata 
 

Ruang. 
 

 
 

(2) Seksi pemanfaatan dan pegendalian Tata Ruang, mempunyai tugas: 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian 
 

Tata Ruang; 
 

b.  Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan perencanaan Tata 
 

Ruang ; 
 

c.  Merumuskan  kebijakan  pemanfaatan  dan  pengendalian  Tata  Ruang 

sesuai dengan ketentuan yang ada ; 

d.  Mengkoordinasikan   penyedian   informasi   tata   ruang   sesuai   dengan 

ketentuan yang ada ; 

e.  Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggran tata ruang sesuai 

dengan ketentuan yang ada ; 

 

f.   Mengkoordinasikan       kebijakan   penetapan   kriteria   penentuan   dan 

perubahan   fungsi   ruang   kawasan   /   lahan   dalam   penyelenggaraan 

penataan ruang ; 

g. Merumuskan  kebijakan  penetapan  kawasan  tata  ruang  strategis 

pedesaaan, perkotaan, kabupaten ; 

h.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ; 

i.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata 

Ruang. 

 

 
 

(3) Seksi Tata Bangunan, mempunyai 
tugas : 

 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Bangunan ; 
 

b. Membantu    Bidang    Tata    Ruang    dalam    dalam    melaksanakan 

penyelenggaraan bangunan gedung dan peneyelenggaraan penataan 

bangunan dan lingkungannya  ; 



Laporan Kinerja 2019 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang 
 

 

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan 

bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada ; 

d. Menerbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung sesuai dengan 

ketentuan yang ada 

e.  Merumuskan   kebijakan   penataan   bangunan   dan   lingkungan   

sesuai ketentuan yang ada : 

f.   Melaksanakan   evaluasi   penataan   bangunan   dan   lungkungan   

sesuai dengan ketentuan yang ada 

g.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang 
; 

 

h.  Melaksankn  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang   
    Tata Ruang ; 

 
 

5. Bidang Bina Marga 
 

Bidang Bina Marga, mempunyai tugas membantu kepala dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang dalam melalsanakan pengumpulan, pengelolaan data, 

pembangunan, pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan 

penunjang. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud ,Bidang Bina Marga 

mempunyai Fungsi : 

a.  Perumusan kebijakan teknid dan penyusunan program kerja Bidang Bina 

     Marga ; 

b.  Pengkoordinasian  dan  Penyusunan  kebijakan  teknis  dan  program  kerja 

     Bidang Bina Marga 

c. Pengumpulan,  pengelolaan  data,  pembanguan,  pemeliharaan  dan 

rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang; 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis jalan dan jembatan, pembangunan, pemeliharaan dan 

rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang ; 

e.  Pelaksanaan  pengaturan,  pembinaan,  pembangunan  dan  pengawasan 
 

(Tubinbangwas) jalan kabupaten : 
 

f.   Pengaturan, pembinaan jalan Desa ; 
 

g.  Pengevaluasian dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; 
 

h.  Pemberian  saran  pertimbangan  kepada  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum 

dan Tata Ruang, dan; 

i.   Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala    Dinas  Pekerjaan 
 

Umum dan Tata Ruang. 
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Kepala Bidang Bina Marga membawahi : 

 

(1) Seksi Bina Manfaat Bina Marga, mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Manfaat ; 
 

b.  Membantu  Bidang  Bina  Marga  dalam  melaksanakan  inventarisasi  data 

jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten, 

melakukkan koordinasi terkait jalan nasioanal dan provinsi dan melakukan 

pengaturan dan pembinaan jalan desa; 

c.  Menyusun  database  jalan  dan  jembatan  termasuk  bangunan  penunjang 

pada jalan kabupaten; 

d.  Menginventarisasi data kerusakan jalan dan jembatan termasuk bangunan 

penunjang pada jalan kabupaten; 

e. Melaporkan hasil monitoringdan pengelolahan data jalan dan jembatan 

termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten ; 

f.   Mengkoordinasikan terkait jalan nasional dan jalan provinsi 
 

g.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ; 
 

h.  Melaksanakan  tugas-tugas  lain yang diberikan  oleh Kepala  Bidang  Bina 
 

Marga 
 

 
 

(2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, , mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan dan rehabilitasi ; 
 

b. Membantu   Bidang   Bina   Marga   dalam   melaksanakan   verivikasi 

perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam   rangka 

pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ; 

 

c. Melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan lahan dan 

rehabilitasi jalan dan jembatan ; 

d.  Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan 

dan jembatan ; 

e.  Meneliti dan pengkajian   dokumen teknik pembangunan dan rehabilitasi 

jalan dan jembtan ; 

f.   Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ; 

g.  Mengawasi pembangunan dan rehanilitasi jalan dan jembatan ; 

h.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ; 

i.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina 

Marga ; 
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(3) Seksi Pemeliharaan dan  Bangunan Penunjang, , mempunyai 
Tugas : 

 

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemeliharaan dan bagunan 

penunjang; 

b. Membantu   Bidang   Bina   Marga   dalam   melaksanakan   verifikasi 

perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka 

pelaksanaan program pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan 

penunjang ; 

c.  Melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembbatan dan 

bangaunan penunjang ; 

d.  Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan jembatan 

dan penunjang ; 

e.  Melaksanakan pemeliharaan  jalan jembatan dan bangunan penunjang; 
 

f.   Mengawasi pmeliharaan jembatan dan bangunan penunjang ; 
 

g.  Menaggulangi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana / 

kejadian alam 

h.  Melaksanakan evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  pemeliharaan  

jembatan dan bangunan penunjang ; 

i.   Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ; 
 

j.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Bina 

 

Marga 
 
 

6. Bidang Sumber Daya 
Air 

 

Bidang Sumber Daya Air , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusuanan 

kebijakan teknis dan  program kerja di Bidang Sumber Daya Air  

 

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber 

Daya Air mempunyai fungsi ; 

a.  Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang  
   Bina Marga ; 

 

b.  Mengkoordinasikan  dan penyusunan kebijakan teknis dan program  
   kerja Bidang Sumber Daya Air ; 

 

c.  Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air; 
 

d.  Pelaksanaan survei, pendataan dan penelitian dan pegkajian dalam 

rangka pendayaan sumber daya air; 

e.  Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air; 
 

f. Pelaksanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan 

pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulan 

daya rusak air akibat bencan alam banjir dan kekeringan; 
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g. Peleksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan 

melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya 

airpada air permukaaan 

h.  Pengumpulan,  mengelola  data  dan  ,merumuskan  pelaksanaan  

program dan petunjuk teknis sumer daya air ; 

i.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

dan petunjuk teknis sumber daya air dan ijin pemnanfaatan Sumber 

Daya Air Minum ; 

j.   Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air; 
 

k.  Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang; 

l.   Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  kepala  Dinas   
    Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; 

 

 
 
Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi : 

 

(1) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air, mempunyai tugas ; 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan seksi  Bina Manfaat Sumber daya air ; 
 

b. Membantu    Bidang    Sumber    Daya    Air    dalam    

melaksanakan pendataan,inventarisasi ,pembinaan dan 

pemanfaatan serta pelaporan Bidang Sumber Daya  Air ; 

c.  Memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air; 
 

d.  Mengumpukan dan menganalisa data hidrologi ; 
 

e.  Menyiapkan bahan pembinaan  gabungan himpunan petani pemakai air 

 

f.  Menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air 

pada air permukaan 

g.  Menyiapakan bahan pengawasan serta pengamanan aset ; 

h.  Menyiapkan   bahan   pedoman   pembinaan   pengawasan   pemanfaatan  

     sumber daya air perijinan dan pengamanan aset sumber daya air 

i.   Memantau dan evaluasi  pekerjaan pengawasan dan pengamanan  aset ; 

j.   Memberikan  saran  dan  pertimbangan   kepada  kepada  Kepala  Bidang 

     Sumber Daya Air; 

k.  Melaksanakan   Tugas-tugas   lain  yang  diberrikan   oleh  Kepala   Bidang 

     Sumber Daya Air ; 

 
 
 

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan 
 

b.  Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan 

dan pengenmbangan bangunan sumber daya air 

c.  Melaksanakan  verifikasi perencanaan  pembangunan  dan pengembangan 

bangunan suber daya air pada aiar permukaan 
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d.  Melakanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan 

pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan 

e. Melaksanakan     rehabilitasi,    peningkatan    ,    pembangunan     dan 

pengembangan sarana prasarana air permukaan 

f.   Melaksnakan    monitoring    dan    evaluasi    pelaksnaan    pembangunan 

prasarana dan sarana air permukaan 

g.  Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan pembangunan dan pengembangan 

sarana prasarana irigasi 

h.  Melaksanakan  monitoring  dan evaluasi  kinerja  konstruksi  prasaran  pada 

jaringan irigasi 

i.   Menghimpun data inventarisasi lokasi sarana dan prasaranasumber  daya 

air pada air permukaan  yang rawan banjir dan lokasi  yang memerlukan 

pengamanan 

j.   Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya 
 

Air 
 

k.  Melaksanakan tugas-tugas lain ang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber 
 

Daya Air . 
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(3) Seksi operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan 

b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan operasi dan 

pemeliaraan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air 

c.  Menyiapakan bahan kebutuhan untuk kegiatan Operasi Sumber Daya Air 

d. Menyiapkan Bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

operasi pemanfaatan Sumber Daya Air 

e.  Menyusun  laporan  pelaksanan  kegiatan  operasi  pemanfaatan   

    sumber Daya Air 

f.   Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan 

g.  Menyiapakan  bahan  kebutuhan     pemeliharaan  prasarana  dan   

    sarana Sumber daya Air 

h. Menyusun   laporan   pelaksanaan   kegiatan   pemeliharaan   sarana   dan 

prasarana dan sarana Sumber Daya Air 

i.   Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber  

    daya Air. 

j.   Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Sumber  

    daya Air ; 
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7. Bidang Cipta Karya 

 

Bidang Cipta Karya,  mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata   Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan 

program kerja di Bidang Cipta Karya. 

a. Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   ,Bidang   Cipta   Karya 

mempunyai fungsi : 

b. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Cipta       Karya 

c. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi Bidang Cipta Karya 

c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman 
 

e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik 
 

f.  Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Kecamatan  

    Lumajang 

g. Pengevaluasia  dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

h. Pelaksanaan   Pengaturan,   Pembinaan,   Pembangunan,   dan    
   Pengawasan (Turbinbangwas) Jalan Lingkungan ; 

 

i .  Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang ; 

 

j.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang 
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Kepala Bidang Cipta Karya membawahi : 

(1) Seksi Air Minum, mempunyai Tugas : 

a.  Menyusun program dan kegiatan seksi air minum; 
 
 

b.  Melaksanakan tugas membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan 

pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

c.  Merumuskan    kebijakan    pengelolaan    dan    pengembangan     
    Sistem Penyediaan Air Minum; 

 

d.  Mengkoordinasikan penyediaan Sistem Penyedian Air Minum ; 
 

e. Menyediakan informasi untuk mendukung pengelolaan dan  
 pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ; 

 

f.   Menyusun konsep kebijakan teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk 

pengembangan sistem penyediaan air minum sesuai ketentuan yang ada ; 

g.  Menyusun   konsep   kebijakan   peningkatan   teknis   dan   menejemen pelayanan 

air minum ; 

h.  Melaksanakan    fasilitasi    penyelenggaraan    bantuan    teknis    kepada 

kecamatan, desa serta kelompok Sistem penyediaan Air Minum  

i.   Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta  

     Karya ; 
 

j.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  
   Cipta Karya ; 

 

 
 

(2) Seksi Permukiman, mempunyai tugas : 
 

a.  Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman ; 
 

b.  Membantu  Bidang  Cipta  Karya  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan 

infrastruktur  pada permukiman ; 

c.  Mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur 

permukiman ; 

d.  Merumuskan   strategi   dan   keterpaduan   pembangunan      infrastruktur 

permukiman ; 

e.  Melaksanakan evaluasi pelaksanaan infrastruktur permukiman ; 
 

f.   Mengkoordinsikan pengelolaan data infrastruktur permukiman ; 
 

g.  Mengkoordinasikan  pemberian  supervisi  penyelenggaraan  infrastruktur 

permukiman 

h.  Memberikan saran dan pertimbangn kepada Kepala Bidang Cipta Karya  
i.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya. 
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(3) Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah, mempunyai tugas : 

 

a.  Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman; 
 

b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan peneyelenggaraan  

     pengelolaan dan pengembangan  sistem drainase perkotaan serta  

   Sistem Air Limbah domestik ; 

d. Merumuskan  kebijakan  pelayanan  sistem  drainase  di  Kota   

     Kecamatan Lumajang ; 

 

e. Merumuskan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan  

pembersihan peningkatan   sistem drainase Kota  Kecamatan Lumajang Sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

f. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan inventarisasi sarana dan  

prasarana   drainase   di   Kota   Kecamatan      Lumajang   sesuai   dengan ketentuan 

yang ada ; 

9. Merumuskan kebijakan pengelolaan air limbah domestik pada sistem  

     pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang ada 

g. Memfasilitasi pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan  

air limbah sesuai  dengan ketentuan yang ada ; 

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta  
Karya ; 

 

i .  Melaksanakan  tugas-tugas  lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  
Cipta Karya. 

 
 
 
 

D.  Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang Sumberdaya    

Sumberdaya yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan 

fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang meliputi Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 
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No. 
 

Pendidikan 
 

Jumlah 

1 Strata 2 (S 2) 1 

2 Strata 1 (S 1) 33 

3 Sarjana Muda/Diploma 3 2 

4 SLTA/SMK 36 

5 SLTP 22 

6 SD 46 

Jumlah 140 

 

A. Susunan Kepegawaian 
 

1.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Tabel 2.1. 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin 

 
 

No. 
 

Pendidikan 
 

Jumlah 

1 Laki-laki 127 

2 Perempuan 1
3 Jumlah 140 

 

 

2.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tabel 2.2. 
   Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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3.  Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 
 

Tabel 2.3. 
 

 

No. 
 

Nama Pelatihan Penjenjangan 
 

Jumlah 

1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 12 

2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 3 

3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 1 

Jumlah 16 
 

 

4.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

Tabel 2.4. 

 
 

No. 
 

Golongan 
 

Jumlah 

1 I 47 

2 II 51 

3 III 39 

4 IV 3 

Jumlah 140 
 

 

5.  Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf 
 

Tabel 2.5. 
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 

 

No. 
 

Jabatan 
 

Jumlah 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 4 

3 Eselon IV 14 

4 Fungsional  

5 Staf 121 

Jumlah 140 
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1.5      REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI 
 

a.   Permasalahan  Strategis Organisasi 
 

Sebagai unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang 

mempunyai   tugas   sebagai   pelaksana   urusan   Pekerjaan   Umum   

dan Pembina,  pengawas  serta  pengatur  bidang  infrastruktur  

daerah,  maka Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Tata Ruang  

Kabupaten  Lumajang  di masa yang   akan  dating   haruslah   

mempunyai   strategi   dan  kebijakan   serta inovasi  yang  dapat  

mendukung  pelaksanaan  tugas  diatas  secara  lebih baik  dan  

optimal.   Strategi  dan  Kebijakan   tersebut   dapat  dirumuskan 

dengan  melihat  factor  – factor  yang  berada  di sekitar  organisasi  

Dinas Pekerjaan   Umum   dan  Tata  Ruang   Kabupaten   Lumajang   

itu  sendiri. Rumusan  strategi  merupakan  pernyataan-pernyataan 

yang  menjelaskan bagaimana  tujuan dan sasaran akan dicapai 

serta selanjutnya  dijabarkan dalam  serangkaian  kebijakan.  

Rumusan  strategi  menunjukkan  keinginan 

yang   kuat   bagaimana    Dinas   Pekerjaan    Umum    dan   Tata   

Ruang menciptakan  nilai tambah (value added) bagi stakeholder  

layanan. Untuk merumuskan   strategi   yang   dibutuhkan   untuk   

mencapai   tujuan   dan sasaran,   maka  dilakukan   analisis   

lingkungan   internal/Internal   Factors Strategic   Analysis   (IFSA)   

dan   lingkungan   eksternal/External    Factors Strategic  Analysis  

(EFSA)  dengan  menggunakan  analisis  SWOT,  yang terdiri  dari  

unsur  Strengths  (  Kekuatan  ),  Weaknesses  ( Kelemahan  ), 

Opportunities ( Peluang ), dan Threats ( Tantangan ). 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan  kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities),  namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Identifikasi  faktor-faktor  dalam  analisis  SWOT  tersebut  adalah  

sebagai berikut : 
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Kekuatan (Strengh) : 

 
a.   Adanya  regulasi  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah 

tentang pedoman ataupun petunjuk teknis tentang ke pelaksanaan 

tugas bidang Pekerjaan Umum sebagai dasar hukum dalam 

melaksanakan   tugas   pokok   dan   fungsinya   di  bidang   layanan 

pekerjaan   umum   dan   pembina   serta   pengatur   infrastruktur   di 

daerah ; 

b. Adanya peraturan-peraturan pendukung tentang proses-proses 

pelaksanaan maupun pengadaan; 

c.   Adanya  Sumber  Daya  Manusia    berupa  aparatur  yang  memadai 

tugas pokok dan fungsinya, serta Fasilitas Peralatan dan Perangkat 

yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas; 

d.   Adanya  dukungan  dana  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah 

Daerah  untuk  pelaksanaan  kegiatan  maupun  biaya  operasional, 

seperti dana dari DAK maupun APBD. 

 
 
 
 
 

Kelemahan 

(Weaknesses)  : 

 
 

a. Masih kurangnya data dan informasi mengenai kebutuhan ideal 

infrastruktur  di Kabupaten Lumajang serta koordinasi antar instansi 

tekait yang belum optimal ; 

b.  Kualitas  sumber  daya manusia  / aparatur  yang belum  memahami 

tugas  pokok  dan  fungsinya.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  tugas 

teknis dan administrasi masih memerlukan pembenahan; 

c. Akibat  kurangnya  pemahaman  personil  akan  tupoksinya 

mengakibatkan motivasi kerja yang kurang; 

d. Seringnya  terjadi perubahan  peraturan  dan petunjuk  teknis 

pelaksanaan tugas, sehingga perlunya pemahaman yang selalu 

mengikuti perubahan tersebut; 

e.  Ketersediaan  sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan  tugas 

yang belum memadai secara teknis maupun jumlahnya ; 

f.  Terbatasnya  ketersediaan  dana  yang  ada,  baik  dari  Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah  Daerah untuk memenuhi  semua 

kebutuhan  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  ataupun 

pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Lumajang; 
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Peluang (Opportunities)  : 
 
a. Adanya  komitmen  ,kerja  sama,  koordinasi  serta  komunikasi  yang 

baik  antara  Pemerintah  Daerah  (eksekutif)  dan  DPRD  (legislatif) 

dalam  mewujudkan  pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan 

prasarana umum bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang ; 

b. Situasi  dan kondisi  Kabupaten  Lumajang    yang  cukup  aman  dan 

kondusif; 

c. Kompetitifnya dunia usaha untuk penyedia jasa konstruksi dan 

konsultansi di Kabupaten Lumajang ; 

d. Adanya kesempatan  bagi aparat / personil Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten  Lumajang  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan 

yang dapat meningkatkan kompetensi di bidang teknis maupun 

administrasi sehingga dapat melaksanakan  tupoksinya dengan baik 

dan benar ; 

e. Perkembangan  teknologi dan informasi,  sehingga semua informasi 

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas biddang 

Pekerjaan Umum dapat diketahui dengan segera. 

 
 
Ancaman (Threats) : 
 
a. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

penyediaan    lahan  demi  penyediaan  dan  pembangunan  fasilitas 

umum ; 

b. Belum    optimalnya     pelaksanaan     komitmen    dan    konsistensi 

kebijakan; 

c. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

daerah; 

d. Di beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, terdapat masih 

rendahnya kualitas hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi dan 

konsultansi. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif 

strategi  dengan  menempatkan   faktor-faktor   tersebut  ke  dalam  matriks 

SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan 

alternatif strategi, yaitu : 

1. Strategi   SO,  yaitu  dengan   memanfaatkan   seluruh  kekuatan   

untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

2. Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang 

dimiliki untuk mengatasi ancaman 

3. Strategi  WO,  yaitu  strategi  pemanfaatan  peluang  yang  ada  

dengan meminimalkan kelemahan yang ada. 
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4. Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman. 

 
b.  Rencana Inovasi Strategi Dan Kebijakan Dinas Pekerjaan  

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang 
 
1. Inovasi Strategi 

     Berdasarkan  matriks  SWOT  tersebut  di atas, maka  diperoleh  

strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai 

berikut : 

   Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan ; 

   Meningkatkan  sarana pelayanan administrasi  dan pelayanan  
urusan Pekerjaan Umum ; 

 
   Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor; 

 
   Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur; 

 
  Meningkatkan  profesional aparatur dengan mengikuti pendidikan 

dan pelatihan; 

   Peningkatan data dan informasi; 
 

   Peningkatan sarana transportasi; 
 

   Meningkatkan sarana drainase dan gorog-gorong; 
 

   Terlaksananya  pemeliharaan jalan/jembatan; 
 

   Meningkatkan   sarana   dan   prasarana   jaringan   irigasi   rawa   

dan pengairan; 

   Meningkatkan fasilitas pengendalian banjir; 
 

   Meningkatkan fasilitas lingkungan; 
 

   Meningkatnya laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum; 
 

   Melakukan   perencanaan   pembangunan infrastruktur   dengan 

berdasarkan skala prioritas; 

 
 

2. Inovasi Kebijakan 
 

Agar strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan  dan diwujudkan  

maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : 

   Membuat perencanaan kawasan yang layak huni; 
 

   Menyediakan sarana pelayanan administrasi perkantoran; 
 

   Menyediakan peralatan dan sarana perkantoran; 
 

   Menyediakan  sarana  dan prasarana  untuk  mendukung   

     operasional dan kinerja aparatur ; 

  Meningkatkan SDM dengan mengikuti berbagai Diklat Teknik dan  

      Profesional  serta memberikan  kesempatan  peningkatan   

      Pendidikan Formal; 
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   Melakukan  updating  data  dan  informasi  melalui  komputerisasi   

    Dan transparan terhadap informasi-informasi publik; 

   Meningkatkan   sarana   transportasi   dalam   menunjang   

kelancaran mobilitas masyarakat ; 

   Peningkatan pembangunan sarana drainase dan gorong-gorong; 

   Adanya peningkatan pemeliharaan jalan/jembatan; 

   Meningkatkan pengembangan  jaringan irigasi rawa dan pengairan; 

   Meningkatkan   kelancaran   saluran  air  menuju  sungai/tempat  

      pembuangan akhir; 

   Menyediakan fasilitas pendukung untuk penunjang kegiatan; 

   Melakukan   kontrol   terhadap   kualitas   dan   kuantitas   pekerjaan,  

      terutama   yang  dilaksanakan   oleh  pihak   ke  tiga  (penyedia   jasa  

      konstruksi dan konsultansi); 

   Menyusun perencanaan yang ramah lingkungan; 

 
 
1.6    SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA (LKj) : 

 
I.   Pendahuluan 

 
II.  Perencanaan Kinerja 

 
III. Akuntabilitas Kinerja 

 
IV. Penutup 
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BAB  II     PERENCANAAN KINERJA 
 
 
 

2.1   RENCANA   PEMBANGUNAN    JANGKA   MENENGAH   DAERAH   

(RPJMD) KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 -2019 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  

(RPJMD) Kabupaten   Lumajang   tahun   2015-2019   (revisi   1)  

merupakan   bagian   dari Rencana Pembangunan  Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), namun sampai saat RPJMD  ini disusun  RPJPD  

masih  dalam  taraf  pengesahan  sehingga  secara formal  belum  bisa  

menjadi  acuan,  pada  tahap  lima  tahunan  ini  diperlukan perhatian 

lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum 

terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul 

dimasa mendatang.  Berbagai  isu  global  dan  nasional  yang  perlu  

menjadi  perhatian dalam  menyelesaikan  isu yang  bersifat  lokal  dan  

berimplikasi  pada kesejahteraan   masyarakat.   Pada  RPJMD  Tahun  

2015  –  2019  Kabupaten Lumajang  terdapat Visi dan Misi serta 

Tujuan dan Sasaran dalam membangun Kabupaten Lumajang tahun 

2015-2019 sebagaimana dapat dijabarkan sebagaimana berikut. 

 
 

2.1.1 VISI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
 

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 

2018 – 2023 yaitu   ñTerwujudnya Masyarakat Lumajang Yang 

Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabatò. 

Untuk  mewujudkan  Visi  tersebut  dirumuskan  Misi  Prioritas  

Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun 

ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis 

besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-

2023 adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat serta daya saing 

ekonomi berbasis pariwisata,pertanian dan pengembangan koperasi 

dan usaha mikro. 

b. Meningkatkan   produktifitas,  keunggulan  kompetitive,  nilai  

tambah  dan perekonomian daerah untuk menggapai 

pertumbuhan. 

c.  Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat yaitu 6 

layanan dasar wajib yang meliputi : Pendidikan, Kesehatan, 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan 

Ketertiban dan Sosial masyarakat serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 
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d. Meningkatkan  Sumber  Daya  Aparatur  

Pemerintah/Profesionalisme  ASN, Reformasi  Birokrasi  dan  

peningkatan  kualitas  pelayanan  masyarakat, Akuntabilitas dan 

penataan regulasi peraturan perundang-undangan. 

 

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja 

pelayanan Dinas PUTR diukur berdasarkan penerapan SPM urusan 

yang merupakan kewenangan Dinas PUTR yaitu Urusan 

Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataan Ruang dan Urusan. 

Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten 

Lumajang  yang  berkaitan  erat  dan  merupakan  kewenangan  dari  

Dinas  PUTR meliputi : 

a. Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah 

melalui dokumen tata ruang dan penegakaan penerapannya 

dengan strategi yaitu Melakukan kajian dan penyusunan rencana 

detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi sesuai dengan 

RTRW 

b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dengan 

strategi meliputi : 

1.  Menyusun dokumen perencanaan berkualitas dan berkelanjutan 
 

2.  Menyediakan data statistik daerah yang akurat 
 

3.  Mengembangkan sistem pengelola database yang terintegrasi 
 

4.  Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
 
 
 
2.1.2 MISI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

 
Untuk mewujudkan  Visi tersebut dirumuskan  Misi Prioritas 

Pembangunan yang  akan  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  lima  

tahun  ke depan  agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis 

besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan  Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif 

dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, 

Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan; 

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat 

Berbasis  Pertanian,  Pemberdayaan  UMKM  dan Jasa Pariwisata  

serta Usaha Pendukungnya; 

c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis 

melalui Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang Profesional,  Aspiratif, 

Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya  Ketentraman  

dan  
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Ketertiban   dalam   Kehidupan   Bernegara,   Berbangsa   dan 

Bermasyarakat. 

 
 
Pada   dasarnya   visi   dan   misi   pembangunan   tersebut   di   atas, 

merupakan  kerangka  strategis  pembangunan  yang ditetapkan  sebagai  

acuan dalam  mengejar  ketertinggalan   Kabupaten   Lumajang   

sekaligus   merupakan tujuan  yang  ingin  dicapai  selama  masa  waktu  

lima tahun  yang akan datang. Substansi Visi dan Misi Pembangunan  

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan,  

khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan  kegiatan ekonomi 

kerakyatan yang nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan 

masyarakat  Kabupaten Lumajang ditempatkan  sebagai tujuan yang 

utama dari seluruh    program    pembangunan    daerah,    sehingga    

harus    mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses 

pengembangan  nilai-nilai kemanusiaan 

dan aktualisasi kemandiriannya. 
 
 
 
 

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan  prioritas tertinggi dalam perencanaan  pembangunan  

jangka menengah  daerah yang selanjutnya  menjadi dasar penyusunan  

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan 

sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah 

yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan  misi, dengan menjawab 

isu strategis  dan permasalahan  pembangunan  daerah. Sasaran  adalah 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

kualitatif maupun  kuantitatif,  spesifik,  mudah  dicapai,  rasional  dan  

dapat dilaksanakan  dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran  III 

Permendagri  54 

Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran 

menjelaskan  tujuan,  tujuan  diturunkan  secara  operasional  dari  misi  

dan misi merupakan  penjabaran  visi. Tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Lumajang 2014-2019, sebagai berikut: 
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Misi  1  :  Meningkatkan  Kualitas  SDM  yang  Agamis,  Cerdas,  Kreatif, 

Inovatif  dan  Bermoral  melalui  Peningkatan  Kualitas  Layanan 

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan. Misi tersebut 

diturunkan dalam tujuan: 

1.1.   Meningkatnya   aksesibilitas   dan   mutu   

pendidikan,   pembinaan keagamaan serta 

pengembangan  dan pelestarian budaya. 

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 

 

1.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan 

 

1.1.2. Meningkatnya minat baca masyarakat 

 

1.1.3. Terpeliharanya  budaya daerah 

 

1.1.4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan. 

 

1.2.  Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat. 

 

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 

 

1.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

 

1.2.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 

 

1.3.  Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak. 

 

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 

 

1.3.1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 

 

1.3.2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah. 
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Misi   2.   Meningkatkan    Perekonomian    Daerah   dan   Kesejahteraan 

Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa 

Pariwisata serta Usaha Pendukungnya. 

Misi tersebut diturunkan dalam tujuan : 
 

2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. 
 

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 
 

2.1.1. Meningkatnya usaha perdagangan 
 

2.1.2. Meningkatnya sektor industri 
 

2.1.3. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro 
 

2.1.4. Meningkatnya investasi di daerah 
 

2.1.5. Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas 
 

2.1.6. Peningkatan daya saing tenaga kerja 
 

2.1.7. Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi sektor pertanian dalam 
 

PDRB 
 

2.1.8. Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi sektor perikanan dalam 
 

PDRB 
 

2.1.9.  Meningkatnya  kualitas  sumber  daya  

alam  dan  lingkungan hidup 

2.1.10. Meningkatnya wisatawan 
 

2.1.11. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah 
 

2.1.12. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai tata ruang 
 

2.2. Meningkatnya pemenuhan 
kebutuhan dasar lainnya. 

 
Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran: 

 
2.2.1. Meningkatnya ketahanan pangan 

 
2.2.2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa 

 
2.2.3. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman 

 
2.2.4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 
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Misi 3. Mewujudkan Pemerintahan  yang Efektif, Bersih, dan Demokratis 

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, 

Partisipatif  dan Transparan  serta Mendorong  Terciptanya  

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa 

dan Bermasyarakat.    Misi   tersebut   dijabarkan   kedalam   tujuan   

sebagai capaian jangka menengah yaitu: 

 
3.1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan. 

Tujuan  tersebut  dijabarkan   ke  dalam  sasaran  sebagai  capaian 

jangka pendek atau tahunan yaitu: 

3.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

           Kabupaten  Lumajang 

3.1.2. Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi 

3.1.3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 

3.1.4. Meningkatnya  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dan aset  

          daerah 

3.2.    Meningkatnya  kehidupan  masyarakat  yang demokratis,  tertib dan  

          aman. 

          Tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran sebagai berikut : 

3.2.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 

3.2.2. Meningkatnya penanganan penanggulangan  bencana. 
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2.2  RENCANA  STRATEGIS  DINAS  PEKERJAAN  UMUM  DAN  TATA  

RUANG TAHUN 2015 -2019 

Sebagai   salah   satu   komponen    dari   Perencanaan    Strategis,    Visi   

yang dirumuskan    merupakan    gambaran   tentang   keadaan   masa   

depan   yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 

berdasarkan pada visi Kabupaten Lumajang diatas, 

 

2.2.1  VISI  DINAS  PEKERJAAN  UMUM  DAN  TATA  RUANG   

        KABUPATEN LUMAJANG 

Visi  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Lumajang  ditetapkan  

sebagai berikut : 

ñTerwujudnya  pengelolaan  jaringan  jalan dan sumber  daya air 

yang mantap   serta  kawasan   permukiman   dan  perumahan   

yang  sehat menuju masyarakat Lumajang yang sejahtera dan 

bermartabatò. 

Dengan penjelasan sebagai berikut : 

   Pengelolaan Jaringan Jalan yang mantap : 

Jalan- jalan yang saling terhubung dengan jumlah banyak dan 

menyatu menjadi satu kesatuan  merupakan  suatu sistem jaringan 

jalan. Sistem jaringan jalan diperlukan pengelolaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar dicapai pemanfaatan yang efkeitf dan 

efisien. Pengelolaan Jalan  dan  jaringan  jalan  terdiri  dari  

pengaturan,  pembinaan, pembangunan   dan  pengawasan.   

Pengelolaaan   jaringan   jalan  yang mantap meliputi jalan kabupaten 

dan jalan desa yang menghubungkan pusat-pusat  kegiatan  yang  

berada  di Kabupaten  Lumajang.  Jaringan jalan  yang  mantap  

dimaksudkan  untuk  mencapai  kondisi  jalan  yang baik dan sedang 

serta jalan yang berkeselamatan.  Untuk mewujudkan Pengelolaan  

jaringan  jalan  yang  mantap  membutuhkan   peran  serta stake   

holder   pengguna   jalan,   sehingga   diperlukan   kesepahaman 

persepsi mengenai  pemanfaatan  jalan sesuai 

dengan Undang-undang 
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nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan 

Undang-undang  nomor  34 tahun  2004  tentang  jalan.  Adapun 

pembiayaan   bersumber   dari   dana   APBN,   APBD   Propinsi,   APBD 

Kabupaten dan sumber-sumber  lainnya yang sah. 

   Pengelolaan Sumber daya air yang mantap : 
 

Pengelolaan  sumber  daya  air  yang  mantap  terdiri  dari  tiga  elemen 

dalam  sumberdaya  air  yakni:  pendayagunaan,  konservasi  dan 

pengendalian daya rusak air.  Pendayagunaan ialah bagaimana kita 

melakukan  penataan  air  dan  penggunaan  air  contohnya  air  sebagai 

sumber kehidupan kita tapi bagaimana kita mendayagunakan  air untuk 

pertanian, padi, sawah, minum dan kebutuhan sehari-hari tetapi supaya 

air lestari kita harus melakukan konservasi. Sementara konservasi SDA 

ialah upaya memelihara dan melestarikan sumber-sumber  air agar tidak 

tercemar  sehingga  menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Sedangkan 

unsur  pengendalian   daya  rusak  air  ditujukan  untuk   merencanakan 

untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh air.  Pengelolaan 

air irigasi  dibutuhkan  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  dan 

swasembada   beras   di  Kabupaten   Lumajang.   Untuk   mencapai   hal 

tersebut   dibutuhkan   pembinaan   dan  peran  serta  Himpunan   petani 

pemakai  air  (HIPPA)  di Kabupaten  Lumajang..Selain  itu  pengelolaan 

sumberdaya  air  ini  diarahkan  pada  pemeliharaan  jaringan  yang  ada 

dengan  melakukan  perlindungan  sumber  mata  air  dan  pengendalian 

banjir. 

   Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat : 
 

Pengelolaan  Kawasan Permukiman  yang sehat merupakan tujuan  dari 

pemerintah   kabupaten   lumajang   yang  diarahkan   pada  fasilitas   air 

bersih, jalan lingkungan  dan sanitasi di kawasan  kumuh di Kabupaten 

Lumajang..Pengelolaan  ini  dibutuhkan  peran  serta  masyarakat 

dilakukan dengan anggaran Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh 

APBN.  Pelaksanaan  pembangunan  dharapkan dengan pemberdayaan 

masyarakat. 
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   Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat : 

 

Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat merupakan target dari 

pemerintah  kabupaten  lumajang  yang  diarahkan  pembangunan 

perumahan        yang       layak        huni       dan       terjangkau        oleh 

masyarakat..Pengelolaan ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah Pusat 

serta kemitraan dengan pihak satke holder sehingga masyarakat dapat 

memiliki hunian yang sehat dan terjangkau. 

 

2.2.2 MISI DINAS PEKERJAAN UMUM 

 

Visi  dijabarkan  lebih  lanjut  ke dalam  Misi  yang  akan  menjadi  tanggung 

jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang.  Dengan pernyataan 

misi  diharapkan  seluruh  elemen    dan  komponen  yang  berkepentingan 

dapat   mengetahui   dan   mengenal   keberadaan   serta   peran   instansi 

pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 

infrastruktur. Oleh karena itu misi Dinas Pekerjaan Umum   Kabupaten 

Lumajang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan    kualitas    dan    jaringan    jalan    dan    jembatan    

yang berkeselamatan  serta menjangkau kawasan/pusat-pusat 

kegiatan; 

2. Meningkatkan    ketersediaan    fasilitas   kebutuhan    dasar   

sanitasi,air bersih,  dan pemukiman yang layak huni; 

3. Meningkatkan   pendayagunaan   sumber   daya   air  secara   bijak   

dan berkelanjutan  serta    optimalisasi  operasi  dan  pemeliharaan  

jaringan irigasi; 

4. Meningkatkan  peran serta masyarakat,  profesionalisme  penyedia  

jasa konstruksi  serta koordinasi  antar  lembaga  terkait   dalam  

pengelolaan infrastruktur; 
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Penjelasan  Misi  1. Meningkatkan  kualitas  dan  jaringan  jalan  dan 

jembatan  yang berkeselamatan  serta menjangkau  kawasan/pusat- 

pusat  kegiatan. 

Meningkatkan   kualitas   jaringan   jalan   dan   jembatan   dengan   cara 

menambah  jumlah  kondisi  jalan dan jembatan  yang baik dan sedang 

(mantap)  dan meningkatkan  jumlah  jalan  dengan  struktur  perkerasan 

Hotmix..Untuk memenuhi persyaratan keselamatan jalan dengan 

meningkatkan jalan yang memenuhi syarat uji laik fungsi jalan.Selain itu 

diperlukan  penambahan   jumlah  konektivitas  dan  mobilitas  di  setiap 

wilayah di Kabupaten Lumajang baik di ruas jalan kabupaten dan desa, 

maka dilaksanakan pertambahan jumlah jalan Kabupaten dan desa; 

 

Penjelasan  Misi 2. Meningkatkan  ketersediaan  fasilitas  kebutuhan 

dasar sanitasi, air bersih,  dan pemukiman yang layak huni. 

Meningkatkan  ketersediaan  fasilitas kebutuhan dasar yakni sanitasi, air 

bersih  dan pemukiman  layak huni dilaksanakan  sesuai  dengan  target 

standar  pelayanan  minimal  yang  ada  dengan  kemampuan  anggaran 
 

dan swadaya masyarakat. Ketersedian fasilitas dasar ini mencakup 

pemenuhan   setiap   rumah   tangga   baik   di   perkotaan   maupun   di 

pedesaan dengan mengutamakan  pada kawasan yang padat penduduk 

dan  kesadaran  masyarakat  akan  kebutuhan  dasar  sudah  meningkat 

serta peran masyarakat yang sangat besar..Untuk kawasan yang belum 

memenuhi  hal tersebut  dilakukan  pembinaan  dan  pola  yang  berbeda 

dengan penanganan  yang berbeda dan tetap dilakukan dengan bukan 

porsi yang utama; 

 

Penjelasan  Misi 3. Meningkatkan  pendayagunaan  sumber daya air 

secara bijak dan berkelanjutan serta   optimalisasi operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi 

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan 

berkelanjutan  merupakan  aplikasi  dari  2  komponen  sumberdaya  air 

yakni  pendayagunaan  dan  konservasi  dengan  cara  penataan, 

pengaturan  dan  pembagian  serta  pemanfaatan  sumberdaya  air  yang 

efektif dan efisien serta perlindungan  sumber daya air dari hulu sampai 

hilir sehingga air tidak terbuang. Selain itu optimalisasi operasi dan 

pemeliharaan jaringan dalam usaha pemanfaatan yang optimal serta 

pencegahan dan pengendalian   terhadap bahaya banjir. 

Penjelasan  Misi  4.  Meningkatkan   peran  serta  masyarakat, 

profesionalisme penyedia jasa konstruksi serta koordinasi antar 

lembaga terkait  dalam pengelolaan infrastruktur 
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Meningkatkan  peran serta masyarakat  dalam pengelolaan  infrastruktur 

dalam   bentuk   penanganan   keluhan   masyarakat   terkait 

penyelenggaraan  infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, perumahan dan 

irigasi melalui media pengaduan pemerintah kabupaten Lumajang. 

Meningkatkan  profesionalise  penyedia  jasa  konstruksi  dengan 

pembinaan  jasa  konstruksi  dan  pengaturan  dan  pengendalian pelayanan  

Ijin Jasa Konstruksi  melalui  media  on line jasa konstruksi. Meningkatkan 

koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur  

dilaksanakan  dengan   pertemuan  antar stake holder yang terkait  

pengelolaan   infrastruktur   secara  rutin  serta  hubungan   antar lembaga 

yang semakin membaik. 

 
 
2.2.3     TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

 
     Tujuan 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

dan  tujuan  sebagai  hasil  akhir  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan 

dalam   jangka   waktu   5  (lima)   tahun.   Tujuan   ditetapkan   dengan 

mengacu  kepada  pernyataan   visi  dan  misi  sehingga  rumusannya 

harus  dapat  menunjukkan  suatu  kondisi  yang  ingin  dicapai  di masa 

mendatang.  Untuk  itu tujuan  disusun  guna memperjelas  pencapaian 

sasaran yang ingin diraih. 
 
 

   Sasaran 
 

Sasaran  merupakan  hasil  yang  akan  dicapai  dalam  rumusan  yang 

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan 

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 

Tabel TUJUAN ï SASARAN 
 

 
 
No. 

 
 

TUJUAN 

SASARAN 
 

URAIAN INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 1 Meningkatnya         Kualitas 

Infrastruktur Daerah 

Meningkatnya kualitas 

jalan dan jembatan 

kabupaten 

Persentase Jalan Baik 

 

Persentase            kondiisi 

Jembatan  baik 

2  Meningkatnya 

Ketersediaan  air 

irigasi untuk pertanian 

pada sistem irigasi 

yang sudah ada 

Indeks Kinerja Irigasi 

3  Meningkatnya 

penyediaan 

infrastruktur dasar 

permukiman 

Persentase Cakupan 

Pelayanan Infrastruktur 

Dasar Permukiman 

4  Meningkatnya 

pemanfaatan ruang 

sesuai Rencana Tata 

Ruang 

Persentase   
Pemanfaatan 

Ruang  yang  sesuai 

dengan  dokumen 

Rencana  Detail  Tata 

Ruang  
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2.2.4 STRATEGi DAN ARAH KEBIJAKAN 
 

Strategi  dan  arah  kebijakan  merupakan  rumusan  perencanaan 

komperhensif  tentang  bagaimana  Pemerintah  Daerah  mencapai  

tujuan dan  sasaran  Renstra  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  

Ruang  dengan 

efektif dan efisien. Dengan  pendekatan  yang komprehensif,  strategi 

juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,  

reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak 

saja mengagendakan  aktivitas pembangunan,  tetapi juga segala 

program yang mendukung    dan   menciptakan    layanan    masyarakat    

tersebut    dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya 

memperbaiki  kinerja dan kapasitas  birokrasi,  sistem  manajemen,  dan 

pemanfaatan  teknologi informasi. 

Berikut merupakan alur penentuan strategi dan kebijakan pada tabel 4. 
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TABEL SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 

 
 
 
 

TUGAS 

 
 

FUNGSI 

 
 

TUJUAN 

 
SASARAN 

 
 

STRATEGI 

 
 

KEBIJAKAN 

URAIAN I K U 

Membantu 
Bupati 
melaksanakan 
urusan 
pemerintahan 
yang menjadi 
kewenangan 
daerah di 
bidang 
Pekerjaan 
Umum dan 
Tata Ruang 

  Perumusan 

Kebijakan di 

bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Tata Ruang 

  Pelaksanaa 

n kebijakan 

daerah 

bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Tata Ruang 

  

Pelaksanaa 

n evaluasi 

dan 

pelaporan 

bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Meningkatnya 
Kualitas 
Infrastruktur Daerah 

Meningkatnya 
kualitas jalan 
dan jembatan 
kabupaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
Ketersediaan 
air irigasi untuk 
pertanian pada 
sistem irigasi 

Persentase 
panjang Jalan 
kabupaten kondisi 
baik 

 
Persentase 
Kondisi Jembatan 
baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeks Kinerja 
Irigasi 

 
Meningkatkan 
struktur jalan dari 
lapen ke struktur 
hotmix 

 
Meningkatkan 
panjang jalan 
kondisi  baik dan 
sedang 

 
 
Meningkatkan 
jumlah jembatan 
kondisi baik dan 
sedang 

 
Meningkatkan 
panjang jalan yang 
berkeselamatan 

 
Meningkatkan 
panjang jaringan 
irigasi kondisi baik 

 
Peningkatan dan 
Rehabilitasi jalan 
kabupaten 

 
 
Peningkatan 
Pemeliharaan Jalan 
dan mempertahankan 
kondisi jalan mantap 

 
Peningkatan 
pemeliharaan jembatan 
dan mempertahankan 
kondisi jembatan 
mantap 

 
Peningkatan panjang 
jalan yang 
berkeselamatan 

 
Menurunkan kebocoran 
saluran 
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TUGAS 

 
 

FUNGSI 
 
 

Tata Ruang 

  

Pelaksanaa 

n 

administrasi 

bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Tata Ruang 

  

Pelaksanaa 

n fungsi lain 

yang 

diberikan 

oleh Bupati 

terkait 

dengan 

tugas dan 

fungsinya 

 
 

TUJUAN 

 
SASARAN 

 
 

STRATEGI 

 
 

KEBIJAKAN 

URAIAN I K U 

yang sudah 
ada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
penyediaan 
infrastruktur 
dasar 
permukiman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persentase 
Cakupan 
Pelayanan 
Infrastruktur Dasar 
Permukiman 

Menurunkan daerah 
rawan irigasi 

 
Meningkatkan 
jumlah air baku yang 
dipakai irigasi 

 
Menurunkan luas 
genangan 

 
 
 
 
Meningkatkan 
keandalan air baku 

 
 
 
Meningkatkan 
luasan tanam padi 

 
 
 
Peningkatan rumah 
tangga yang 
terlayani air bersih 

Meningkatkan 
pemeliharaan jaringan 
irigasi 

 
Meningkatkan 
pemeliharaan jaringan 
irigasi 

 
Meningkatkan 
pembangunan 
bangunan pencegah 
banjir 

 
Meningkatkan 
perlindungan dan 
konservasi sumber air 

 
Meningkatkan 
pembinaan HIPPA 

 
 
Meningkatkan 
pembangunan jaringan 
air bersih 
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TUGAS 

 
 

FUNGSI 

 
 

TUJUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
pemanfaatan ruang 
sesuai Rencana 
Tata Ruang 

 
SASARAN 

 
 

STRATEGI 

 
 

KEBIJAKAN 

URAIAN I K U 

  Peningkatan rumah 
tangga dengan air 
limbah / sanitasi 

Meningkatkan 
pembangunan MCK 
dengan koordinasi 
program Pmerintah 
pusat 

 
Meningkatkan 
Pembangunan MCK 
komunal 

 
 
 
 
 
 
 
Persentase 
Pemanfaatan 
Ruang yang 
sesuai dengan 
dokumen 
Rencana Detail 
Tata Ruang 

Meningkatkan 
panjang saluran 
drainase kondisi 
baik 

 
Mengoperasionalkan 
Rencana Tata 
Ruang sesuai 
dengan hirarki 
perencanaan 
sebagai acuan 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
pembangunan antar 
sektor dan antar 
wilayah 

Meningkatkan 
pembangunan / 
rehabilitasi saluran 
drainase 

 
Meningkatkan dan 
mengoptimalkan fungsi 
Rencana Tata Ruang 
yangsudah tersusun 
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TUGAS 

 
 

FUNGSI 

 
 

TUJUAN 

 
SASARAN 

 
 

STRATEGI 

 
 

KEBIJAKAN 

URAIAN I K U 

  Pembinaan dan 
pengawaasan 
terhadap 
Pemanfaatan Ruang 

Melaksanakan 
penertiban dan 
penegakan Perda 
mengenai IMB 
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TABEL INDIKATOR KINERJA 
2018-2023 

 
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD 
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Lumajang
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2.3  RENCANA KERJA TAHUN 2019 
 

Program  dan kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum 

Kabupaten  Lumajang  Tahun  2019  merupakan  rencana  kerja  tahun  Pertama dari  

Rencana  Strategis  SKPD  Tahun  2015  -  2019.  Adapun  program  dan kegiatan 

dimaksud adalah sebagai berikut . 

1.  PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

   Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

 

2.  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

 

   Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana  

      Aparatur 

   Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 

 

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN 

KINERJA DAN KEUANGAN 

   Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi  

      Anggaran 

   Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR 

PERMUKIMAN 

   Peningkatan Pelayanan Air Minum 

   Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik 

   Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT IPALD) 

   Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan 

 

5. PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS 

   Perencanaan dan Evaluasi Program 

   Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 

   Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis 

   Pengelolaan laboratorium jasa konstruksi 

 

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG 

   Perencanaan Tata Ruang 

   Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 

   Penataan Bangunan 

 

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 

   Pemanfaatan Jalan dan Jembatan 

   Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 

   Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang 

   Pemeliharaan rutin dan perbaikan darurat jalan dan jembatan 
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8. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

   Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air 

   Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 

   Pemanfaatan Sumber Daya Air 

   Pengelolaan Sumber daya air 

 

9. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG 

DAERAH 

   Inventarisasi Aset/Barang Daerah 
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2.4  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 
Berikut disampaikan  Perjanjian  Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan  Umum dan 

Tata Ruang  Kabupaten  Lumajang  sebagai  Pihak  I dan Bupati  Lumajang sebagai   

Pihak  II  mengenai   pelaksanaan   Rencana   Kerja  Dinas  Pekerjaan Umum   dan  

Tata  Ruang   Kabupaten   Lumajang   Tahun  2019  .(pada  daftar 

lampiran) 
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BAB  III   AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 
 
 
 
3.1 PENGUKURAN  KINERJA 

 
Komitmen     pemerintah     pusat     terhadapkinerja     dirumuskan     dalam 

bentukpenerapan  anggaran dan sekaligusmanajemen berbasis kinerja. Hal ini 

mengandung   makna   bahwa   capaian   kinerjapemerintahan   diukur   dengan 

indikator  dantarget  yang sudah ditetapkan  sebelumnya  dan disetujui  bersama 

antarapemerintah  dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD. 

Dalam  konteks  perencanaan  pembangunan  dan penganggaran  tahunan, maka   

manajemen   kinerja   yang   dimaksud   adalah   membandingkan   antara capaian  

kinerja  dengan  perencanaan  kinerja  yang sudah  dilaksanakan  dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)   dan   Peraturan    

Menteri   Pendayagunaan    Aparatur   Negara   dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan  Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,    secara   tegas   dinyatakan    

bahwa   Laporan    Kinerja    Instansi Pemerintah  adalah membandingkan  antara 

indikator  dan target strategis  yang sudah dituangkan  dalam Perjanjian  Kinerja (PK) 

dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan 

antara perencanaan yang diukur dari setiap sasara strategis sebagaimana  telah  

ditetapkan  dalam  Perjanjian  Kinerja.  Teknis  pengukuran kinerja  menggunakan  

format  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Pendayagunaan    dan   Reformasi   

Birokrasi   Nomor   53   Tahun   2014.Dalam regulasi  ini, juga diatur  tentang  

bagaimana  kriteria  yang dipergunakan  dalam penilaian  kinerja  organisasi  

pemerintah.   Adapun  format  pengukuran  kinerja 

adalah sebagai berikut: 
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3.3 AKUNTABILITAS  ANGGARAN 
 

3.3.1 PENDAPATAN 
 

Pendapatan     yang    ditargetkan     pada  semester I    Tahun    2019    sebesar    

Rp. 4.417.425.500,00  (empat milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua   

puluh   lima   ribu   lima   ratus   rupiah).   Dari   target   tersebut   dapat terealisasi  

sebesar  Rp. 1.234.267.050,00  (Satu milyard dua ratus tiga puluh empat juta dua 

ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) . Yang berarti terealisasi sebesar 

54.71 %  

 

3.3.2 BELANJA 
 

a)  Belanja Tidak Langsung 
 

Belanja Tidak Langsung  merupakan  Belanja Pegawai  yang terdiri dari Gaji 

Pokok,  Tunjang  PNS,  Tambahan  Penghasilan  PNS  dan Belanja Insentif  

Pemungutan  Retribusi.  Untuk  Belanja  Tidak  Langsung dianggarkan  sebesar 

Rp. 9.266.840.265,00  (Sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan 

ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).  Dari anggaran  

tersebut,  anggaran  yang terealisasi sebesar Rp. 8.997.586.291,00  (Delapan 

milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam 

ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 97,09%.  Secara terperinci Target 

dan Realisasi 

Belanja  Tidak  Langsung   Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang 

Kabupaten   Lumajang   Tahun   2019   dapat   dilihat   pada   tabel  II.1.b sebagai 

berikut . 

b)  Belanja Langsung 
 

Tahun   2019  untuk   Belanja   Langsung   dianggarkan   sebesar   Rp. 
 

11.269.422.684,00 ( Sebelas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus 

dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat  rupiah).Anggaran Belanja 

Langsungyang terealisasi sebesar Rp. 4.637.703.824,00 (Empat milyar enam ratus 

tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) 

atau   41,15   % dari   target   anggaran.   Secara   terperinci   Target   dan Realisasi  

Belanja  Langsung  Dinas Pekerjaan  Umum  dan Tata Ruang Kabupaten 

Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut . 

 
Belanja Langsung Urusan Pekerjaan Umum 

 
Penyusunan  program kerja bidang pekerjaan umum bertujuan untuk 

meningkatkan    sarana    infrastruktur    yang   ada   dengan    menitik beratkan 

pada sarana infrastruktur jaringan jalan, irigasi dan pengembangan    perumahan,       

untuk   kelancaran   arus   distribusi barang,  jasa  dan  ketahanan  pangan  serta  

kesejahteraan sosial..Adapun  sasarannya  adalah  untuk  tetap  terpeliharanya  
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prasarana jalan dan jembatan, bertambahnya  volume ruas jalan dan jembatan   

dengan   perkerasan   aspal,  bertambahnya   volume  ruas jalan yang dibangun 

secara swadaya, meningkatnya  mutu konstruksi jalan  dan  bangunan  fisik  

sesuai  standart,  meningkatnya pemeliharaan  sumberdaya  air irigasi, 

meningkatnya  kualitas jaringan irigasi  tersier  &  kuarter  serta  tercukupinya  

kebutuhan  social  yang berupa rumah sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka disusun 

program dan kegiatan : 
 
 
 

1.  Program Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 
 

Melalui     program     ini     dialokasikan     dana     sebesar     Rp. 
 

2.224.746.070,00           dan          terealisir          sebesar          Rp. 
 

1.160.810.491,00(52,18 %) dengan kegiatan yang mulai dari Penyediaan jasa 

surat menyurat, komunikasi, peralatan/perlengkapan, pemeliha-raan,  ATK 

sampai penatausahaan  keuangan  dan barang daerah untuk menunjang 

kelancaran administrasi dan operasional perkantoran. 

 
 

2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
 

Pada    program    ini   telah    dialokasikan    dana    sebesar    Rp. 
 

1.655.492.500,00 dan terealisir sebesar Rp. 186.792.100,00 (11,28%) dengan 

kegiatan yang mulai dari Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana  Aparatur  dan  Pemeliharaan   Rutin  /Berkala  Sarana dan Prasarana 

Aparatur. 

 
 

3.  Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 
 

Capaian Kinerja Dan Keuangan 
 

Melalui  program  ini dialokasikan  dana  sebesar Rp.4.958.000,00 dan terealisir 

sebesar Rp. 3.608.000,00 (27,23%) dengan kegiatan sebagai berikut : 

 
a.  Penyusunan  Laporan Keuangan  Semesteran  dan Prognosis 

 
Realisasi Anggaran 

 
b.  Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

 
 

 
 
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman  
 

Melalui   program   ini   telah   dialokasikan    dana   sebesar   Rp. 
38.077.859.100,00   dan   terealisasi   sebesar   Rp.   1.108.047.301,84 (2,91 %) 

dengan dengan kegiatan sebagai berikut : 

 
a.  Peningkatan Pelayanan Air Minum 

 
b.  Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik 

c.  Pengelolaan Air Limbah Domestik ( UPT IPALD ) 

d.  Peningkatan infrastruktur Drainase Perkotaan 
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5.  Program   Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis 

Melalui   program   ini   telah   dialokasikan    dana   sebesar   Rp. 
 

6.812.233.400,00        dan         terealisasi         sebesar         Rp. 
 

190.594.500,00 (2,80 %) dengan kegiatan sebagai berikut : 
 

a.  Perencanaan dan Evaluasi Program 

b.  Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 

c.  Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis 

e.  Pengelolaan Laboratorium Jasa Konstruksi 

 
 

6.  Program Penyelenggaraan Tata Ruang 
 

Untuk   program    ini   telah   dialokasikan    dana   sebesar    Rp. 
 

1.013.724.400,00   dan  terealisir  sebesar  Rp.  180.004.806,00 (17,76 %), yang 

terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

a.  Perencanaan Tata Ruang 
 

b.  Pemamfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 

c.  Penataan Bangunan 

 
 

7.  Program Penyelenggaran Jalan dan Jembatan 
 

Melalui   program   ini   telah   dialokasikan    dana   sebesar   Rp. 
 

12.198.257.080,00   dan   terealisasi   sebesar   Rp.   9.188.414.755,25 (7,28   %)   

yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

a.  Pemamfaatan Jalan dan Jembatan 
 
b.  Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan Jembatan 

c.  Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Bangunan Penunjang 

d.  Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Darurat Jalan dan Jembatan 
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8.  Program Pengelolaan Sumber Daya Air . 

Melalui   program   ini   telah   dialokasikan    dana   sebesar   Rp. 

24.895.310.700,00 dan terealisir sebesar Rp. 788.271.296,00 (3,17 %), dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

a.  Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air 
 

b.  Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 
 

c.  Pemamfaatan Sumber Daya Air 

e.  Pengelolaan Sumber Daya Air 
  
 

8.  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan barang Daerah 
 

Melalui   program   ini   telah   dialokasikan    dana   sebesar   Rp. 

107.000.000,00 dan terealisir sebesar Rp. 3.600.000,00 (3,36 %), dengan 

kegiatan Inventarisasi Aset Barang Daerah. 

 
Tabel Realisasi Anggaran 2019 Urusan Pekerjaan Umum 

 

NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 
REALISASI 

(RP) 
SISA (RP) 

CAPAI
AN (%) 

PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Pelayanan 
Administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran 

2.224.746.070,
00 

1.160.810.491
,00 

1.063.935.579,
00 

52,18 

PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

1.             Pemban
gunan/Pengadaan 
dan Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

1.336.450.000,
00 

163.225.700,0
0 

1.173.224.300,
00 

12,21 

2.             Pemelih
araan Rutin/Berkala 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

319.042.500,0
0 

23.566.400,00 
295.476.100,0

0 
7,39 

PENINGKATAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM 
PELAPORAN 
CAPAIAN KINERJA 
DAN KEUANGAN 

1. Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Semesteran dan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

1.360.000,00 1.350.000,00 10.000,00 99,26 

2. Penyusunan 
Laporan Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

3.598.000,00 0 3.598.000,00 0 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR 
DASAR 
PERMUKIMAN 

1. Peningkatan 
Pelayanan Air 
Minum 

31.435.094.00
0,00 

772.527.500,0
0 

30.662.566.50
0,00 

02.46 

2. Peningkatan 
Pelayanan Air 
Limbah Domestik 

1.592.781.000,
00 

0 
1.592.781.000,

00 
0 

3. Pengelolaan 
Air Limbah 
Domestik (UPT 
IPALD) 

450.984.100,0
0 

69.451.700,00 
381.532.400,0

0 
15,4 

4. Peningkatan 
Infrastruktur 
Drainase Perkotaan 

4.599.000.000,
00 

266.068.101,8
4 

4.332.931.898,
16 

5,79 

PEMBINAAN JASA 
KONSTRUKSI DAN 
PELAYANAN 
TEKNIS 

1. Perencanaan 
dan Evaluasi 
Program 

142.500.000,0
0 

31.099.500,00 
111.400.500,0

0 
21,82 
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2. Peningkatan 
Pelayanan Jasa 
Konstruksi 

6.087.779.400,
00 

72.907.500,00 
6.041.871.900,

00 
1,2 

3. Peningkatan 
Pelayanan 
Perencanaan 
Teknis 

170.892.000,0
0 

7.495.000,00 
5.673.380.000,

00 
0,13 

4. Pengelolaan 
laboratorium jasa 
konstruksi 

411.062.000,0
0 

28.237.500,00 
382.824.500,0

0 
6,87 

PENYELENGGARA
AN TATA RUANG 

1. Perencanaan 
Tata Ruang 

444.489.400,0
0 

4.531.750,00 
439.957.594,0

0 
1,02 

2. Pemanfaatan 
dan Pengendalian 
Tata Ruang 

166.119.000,0
0 

84.855.195,00 81.263.805,00 51,08 

3. Penataan 
Bangunan 

403.116.000,0
0 

90.617.861,00 
312.498.139,0

0 
22,48 

PENYELENGGARA
AN JALAN DAN 
JEMBATAN 

1. Pemanfaatan 
Jalan dan Jembatan 

400.000.000,0
0 

0 
400.000.000,0

0 
0 

2. Pembangunan, 
Peningkatan, 
Rehabilitasi Jalan 
dan Jembatan 

94.903.453.90
0,00 

4.528.060.268
,73 

90.375.393.63
1,27 

4,77 

3. Pemeliharaan 
Jalan, Jembatan, 
dan Bangunan 
Penunjang 

28.710.003.18
0,00 

4.073.315.186
,52 

24.636.687.99
3,48 

14,19 

4. Pemeliharaan 
rutin dan perbaikan 
darurat jalan dan 
jembatan 

2.184.800.000,
00 

587.039.300,0
0 

1.597.760.700,
00 

26,83 

PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
AIR 

1. Pembangunan 
dan Pengembangan 
Sumber Daya Air 

19.571.974.70
0,00 

36.655.000,00 
19.535.319.70

0,00 
0,19 

2. Operasi dan 
Pemeliharaan 
Sumber Daya Air 

4.668.870.000,
00 

666.264.500,0
0 

4.002.605.500,
00 

14,27 

3. Pemanfaatan 
Sumber Daya Air 

604.466.000,0
0 

85.351.796,00 
519.114.204,0

0 
14,12 

4. Pengelolaan 
Sumber daya air 

50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 

PENINGKATAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
PENGELOLAAN 
BARANG DAERAH 

Inventarisasi 
Aset/Barang Daerah 

107.000.000,0
0 

0 
107.000.000,0

0 
0 
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BAB  IV      P E N U T U P 
 
 
 
 
PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

 
a)Terjadinya   kerusakan   jalan   dan  jembatan   diakibatkan   oleh  penggunaan atau  

pemakaian  jalan  dan  jembatan  yang  tidak  sesuai  dengan kemampuannya.  Solusi 

yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait untuk 

menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan kelas jalan yang telah ditentukan. 

b) Bahu  dan  drainase  jalan  yang  tidak  terawat  dengan  baik  sehingga  jalan 

tergenang  oleh  air  yang  menyebabkan  pengurangan  umur  rencana.  Solusi yang  

dilakukan  dengan  membenahi   bahu  jalan  dan  membangun   saluran drainase    

yang   baik   ,   sosialisasi    tentang   pemeliharaan    jalan   supaya masyarakat   tidak   

menutup   saluran   drainase   dan  menimbun   bahu   jalan sehingga jalan tidak 

tergenang oleh air sehingga umur rencana tetap terjaga. 

c) Penumpukan     sedimen    dalam    bangunan     dan    saluran    irigasi    yang 

menyebabkan  pengurangan  kapasitas  dalam  bangunan  dan saluran  irigassi 

sehingga  dapat  menyebabkan  bangunan  dan  saluran  irigasi  menjadi  rawan banjir 

dan rawan kekeringan. Solusi yang dilakukan dengan melakukan normalisasi   

bangunan   dan   saluran   irigasi   terjadi   peningkatan   kapasitas bangunan  dan 

saluran irigasi dalam penangulangan  daerah rawan banjir dan kekeringan. 

d) Banyaknya    kehilangan    pintu-pintu    air   pada   jaringan    irigasi    sehingga 

menyulitkan   pengaturan   dan  pengoperasian   ke  petak-petak   sawah  serta adanya 

endapan sedimen di saluran sehingga mudah terjadi banjir. Solusinya yang  harus  

dilakukan  guna  pencegahan   dan  penanggulangan   kehilangan pintu-pintu  air  

yakni  dengan  membungkus/selimut  beton  cor  pada kerangkanya. 

e) Selain itu, pengurangan  anggaran secara mandiri sebagai akibat perhitungan SILPA 

APBD Kabupaten  Lumajang  sangat  berdampak  pada capaian  kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam pelayan infrastruktur   

kepada   masyarakat.   Karena   dengan   pengurangan   anggaran berarti infrastruktur 

yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas.Sehinga   sebagai  

solusi  dari  persoaan  tersebut,  Dinas  Pekerjaan 

Umum  dan  Tata  Ruang  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur 
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sesuai  skala  prioritas  kebutuhan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  masyarakat. Selain  

itu  dilakukan  pengusulan  kegiatan  untuk  pendanaan  melalui  APBD Provinsi atau 

APBN. . 

 
 
 
 

Lumajang,      September 2019 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Lumajang 
 
 
 
 
 

Drs. KARNA SUSWANDI, MM 

NIP. 19670415 199301 1 011
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SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM : 
 
 

 
Nama Program 

 
Nama Kegiatan 

 
Anggaran (Rp) 

 
Realisasi (Rp) 

Capai
an 

(%) 

 
Ket. 

PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

Pelayanan Administrasi dan 

Operasional Perkantoran 

2.224.746.070,00 1.160.810.491,00 52,18  

 JUMLAH 2.224.746.070,00 1.160.810.491,00 52,18  

PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR 

Pembangunan/Pengadaan dan 

Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

1.336.450.000,00 163.225.700,00 12,21  

 Pemeliharaan Rutin /Berkala 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

319.042.500,00 23.566.400,00 7,39  

 JUMLAH 
1.655.492.500,00 186.792.100,00 11,28 

 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran dan Prognosis 

Realisasi Anggaran 

1.360.000,00 1.350.000,00 99,26  

 Penyusunan Laporan Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

3.598.000,00 0,00 0,00  

 JUMLAH 
4.958.000,00 1.350.000,00 27,23  

PROGRAM 

PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR 

DASAR PERMUKIMAN 

Peningkatan Pelayanan Air 
Minum 

31.435.094.000,00 772.527.500,00 2,46  

 Peningkatan Pelayanan Air 
Limbah Domestik 

1.592.781.000,00 0,00 0,00  

 Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (UPT IPALD) 

450.984.100,00 69.451.700,00 15,40  

 Peningkatan Infrastruktur 
Drainase Perkotaan 

4.599.000.000,00 266.068.101,84 5,79  

 JUMLAH 
38.077.859.100,00 1.108.047.301,84 2,91 

 

PROGRAM PEMBINAAN 

JASA KONSTRUKSI DAN 

PELAYANAN TEKNIS 

Perencanaan dan Evaluasi 
Program 

142.500.000,00 31.099.500,00 21,82  

 Peningkatan Pelayanan Jasa 
Konstruksi 

6.087.779.400,00 72.907.500,00 1,20  

 Peningkatan Pelayanan 

Perencanaan Teknis 

170.892.000,00 58.350.000,00 34,14  

 Pengelolaan laboratorium jasa 
konstruksi 

411.062.000,00 28.237.500,00 6,87  

 JUMLAH 
6.812.233.400,00 190.594.500,00 2,80 
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PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN DAN JEMBATAN 

Pemanfaatan Jalan dan 
Jembatan 

400.000.000,00 0,00 0,00  

 Pembangunan, Peningkatan, 
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 

94.903.453.900,00 4.528.060.268,73 4,77  

 Pemeliharaan Jalan, Jembatan, 
dan Bangunan Penunjang 

28.710.003.180,00 4.073.315.186,52 14,19  

 Pemeliharaan rutin dan 

perbaikan darurat jalan dan 

jembatan 

21.184.800.000,00 587.039.300,00 26,87  

 JUMLAH 
67,357,794,693.00 63,821,749,617.00 94.75 

 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

AIR 

Pembangunan dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Air 

19.571.974.700,00 36.655.000,00 0,19  

 Operasi dan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air 

4.668.870.000,00 666.264.500,00 14,27  

 Pemanfaatan Sumber Daya Air 604.466.000,00 85.351.796,00 14,12  

 Pengelolaan Sumber daya air 50.000.000,00 0,00 0,00  

 JUMLAH 
24.895.310.700,00 788.271.296,00 3,017 

 

PROGRAM PENINGKATAN 

DAN PENGEMBANGAN 

PENGELOLAAN BARANG 

DAERAH 

Inventarisasi Aset/Barang 
Daerah 

107.000.000,00 3.600.000,00 3,36  

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

TATA RUANG 

Perencanaan Tata Ruang 444.489.400,00 4.531.750,00 1,02  

Pemanfaatan dan Pengendalian 

Tata Ruang 

166.119.000,00 84.855.195,00 51,08  

Penataan Bangunan 403.116.000,00 90.617.861,00 22,48  

 JUMLAH 1.013.724.400,00 180.004.806,00 17,76  

 

Lumajang,      September 2019 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Kabupaten Lumajang 
 
 
 
 
 

Drs. KARNA SUSWANDI, MM 

NIP. 19670415 199301 1 011
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Tujuan                  :  Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah 

    Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang 
 
 

Sasaran                :  Pelayanan pada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan infrastruktur 
    Penataan kawasan yang sesuai dengan penataan ruang 

Tabel 

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 
2019 

 
 

SASARAN STRATEGIS 
 

INDIKATOR KINERJA 
 

TARGET 
 

REALISASI 
 

CAPAIAN 

1 2 3 4 5 
     
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan 
Kabupaten 

Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%) 84.07 79.94 95.09 

 
 
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik (%) 

 
94.10 

 
92.45 

 
98.25 

     
Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk 
pertanian pada 

sistem irigasi yang sudah ada 

Indeks Kinerja Irigasi (%) 82.04 82.05 100.01 

     
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 
permukiman 

Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur 
Dasar 

Permukiman (%) 

78.00 63.17 80.99 

     
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana 
Tata 

Ruang 

Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai 
dengan 

dokumen Rencana Detail Tata Ruang (%) 

84.73 75.29 88.86 

     



 

 

 
 
 
 

Tujuan                  :  

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah 

   Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang 
 

Sasaran                :  
Pelayanan pada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan infrastruktur 

  Penataan kawasan yang sesuai dengan penataan ruang 
 
 

Tabel 

PERBANDINGAN REALISASI 
KINERJA 

 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

REALISA
SI 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 

1 2 3 4 5 6 
      

Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan 
Kabupaten 

Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%) 84.07 797.
81 

79.94 79.94 

 Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik 
(%) 

94.10 249.
00 

98.25 98.25 

      
Meningkatnya Ketersediaan air irigasi 

untuk pertanian pada sistem irigasi yang 

sudah ada 

Indeks Kinerja Irigasi (%) 82.04 71.01 100.01 100.01 

    - - 
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 
permukiman 

Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur 
Dasar 

Permukiman (%) 

78.00 58.30 80.99 80.99 

      
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai 
Rencana Tata 

Ruang 

Persentase Pemanfaatan Ruang yang 

sesuai dengan dokumen Rencana Detail 

Tata Ruang (%) 

84.73 66.53 88.86 88.86 

      



 

 

Tujuan                  :   

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah 

Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang 

Sasaran                :   

Pelayanan pada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan infrastruktur 

Penataan kawasan yang sesuai dengan penataan ruang 

 
 

Tabel 

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE 
RENSTRA 

 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

 
REALISASI 

SEMESTER I 
TAHUN 

2019 

 
TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 2 3 4 5 
     
 
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan 
Kabupaten 

 
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%) 

 
87.87 

 
79.94 

 
90.97 

 
 
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik 
(%) 

 
95.44 

 
98.25 

 
102.94 

     
Meningkatnya Ketersediaan air irigasi 

untuk pertanian pada sistem irigasi yang 

sudah ada 

Indeks Kinerja Irigasi (%) 86.20 100.01 116.02 

     
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar 
permukiman 

Persentase Cakupan Pelayanan 
Infrastruktur Dasar 

Permukiman (%) 

82.00 80.99 98.77 

     
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai 
Rencana Tata 

Ruang 

Persentase Pemanfaatan Ruang yang 

sesuai dengan dokumen Rencana Detail 

Tata Ruang (%) 

85.23 88.86 104.25 

     
 


